
 
Aktivisme : Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia 

Volume. 1 No. 4 Oktober 2024 
 e-ISSN:3032-5161, dan p-ISSN:3032-5153, Hal. 10-22 

DOI:    https://doi.org/10.62383/aktivisme.v1i3.462 
Available online at : https://journal.appihi.or.id/index.php/Aktivisme 

 

Received: Juli 02, 2024; 2024; Revised: Juli 15, 2024; Accepted: Juli 29, 2024; Online Available: Agustus 01, 2024 
 
 
 

Penerapan Good Governance pada Pemerintahan Daerah Ditinjau dari 

Perkembangan Ilmu Pemerintahan 

  
Khikmwanto1*, Renaldy2, Sahrul Riyadi3 

1,2,3Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial program studi Ilmu Pemerintahan,  

Universitas Yuppentek Indonesia, Indonesia 

Email: khikmawanto@gmail.com 1, renaldya621@gmail.com2, sahrulriyadi321@gmail.com3 
 

Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan I No.1, RT.007/RW.003, Babakan, Kec. Tangerang, Kota 

Tangerang, Banten 15118 
Korespondensi penulis: *khikmawanto@gmail.com 

 
Abstract. The state government system is an important part of a country. In implementing regional independence, 

to be able to carry out its benefits well, regional authorities are required to create regulations for managing goog 

in each region. The rules of a good regime relate to how regional authorities, whether regency or city, act as 

policy executives, whether national or local policy. While the rules for good governance relate to how regional 

authorities implement regional level policies, this is also related to how regional authorities are able to carry out 

the policies that regional authorities want to implement. 
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Abstrak. Sistem pemerintahan negeri merupakan bagian berarti dalam sesuatu negeri. Dalam penerapan 

independensi wilayah, buat bisa melaksanakan gunanya dengan bagus, penguasa wilayah diharuskan buat 

menciptakan aturan mengurus goog di masingmasing wilayah. Aturan rezim yang bagus berhubungan dengan 

gimana penguasa wilayah bagus kabupaten ataupun kota selaku eksekutif kebijaksanaan, bagus kebijaksanaan 

nasional ataupun lokal. Kala delas aturan mengurus yang bagus dengan gimana penguasa wilayah mempraktikkan 

kebijaksanaan tingkatan wilayah, perihal itu pula berhubungan dengan gimana kemampuan penguasa wilayah 

melaksanakan kebijaksanaan yang hendak dilaksanakan oleh penguasa wilayah. 

 

Kata Kunci: Good Governance, Pemerintahan Daerah, Ilmu Pemerintahan.  

 

 

1. PENDAHULUAN 

Penyelenggaraan rezim serta kegiatan yang menyertainya sudah berjalan lama 

serta bisa dibilang setua umur hidup orang di bumi ini. Argumentasi ini merujuk pada 

ketetapan montevido dalam artikel 1 yang melaporkan kalau The state as a individu of 

international law should possess the following qualifications: 1) A permanent population; 

2) A defined territory; 3) Government; and 4) Capacity to enter into relations with the other 

states. (Negeri selaku subyek atau individu hukum global wajib mempunyai kualifikasi 

selaku selanjutnya: a) masyarakat yang senantiasa; b) terdapatnya area; c) terdapatnya 

rezim; d) mempunyai keahlian buat melaksanakan ikatan dengan negaranegara lain. Ini 

menerangkan kalau saat sebelum suatu negeri berdiri hingga prasyarat di atas wajib 

dipadati, salah satunya merupakan rezim. Dengan begitu Bila rezim merupakan suatu 

prasyarat berdirinya suatu negeri hingga bagi R. Meter. MacIver dengan jelas berkata 

kalau ilmu rezim serupa tuanya dengan obyek rezim yang berdiri terlebih dulu dalam 
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sesuatu negeri. Ilmu politik lahir sehabis berdirinya negeri sebaliknya ilmu rezim dengan 

obyek rezim sudah terdapat lebih dulu saat sebelum negeri itu dilahirkan (Anangkota, 

2017). 

Bermacam bentuk ataupun jenis rezim juga sudah dipraktikan dalam ruang serta 

durasi yang berlainan menjajaki gairah sosial orang serta keinginan adanya rezim, 

penguasa atau atasan buat jadi pelopor. Searah dengan yang dikemukakan oleh Kartono 

(2014) kalau kepemimpinan mempunyai guna selaku pelopor ataupun dinamisator serta 

ketua dari pangkal energi orang, pangkal energi alam, seluruh anggaran dan alat yang 

disiapkan oleh sekumpulan orang yang berorganisasi (Mustanir, et al; 2019). Dalam 

Seluruhnya ialah satu kesatuan sistem yang silih bertukar bertumbuh serta dijalani 

bersumber pada karakter zaman dan suasana serta situasi sesuatu bangsa. Terdapat yang 

meningkatkan system rezim absolut dengan bentuk sentralistik, terdapat yang 

meningkatkan bentuk kerakyatan dengan sistem desentralisasi dan terdapat pula yang 

meningkatkan sistem kerajaan, dan lain-lain. Ini membuktikan rezim ialah suatu kejadian 

sosial yang energik serta kilat bertumbuh serta apalagi sudah jadi keinginan bawah untuk 

kesinambungan hidup orang itu sendiri. Bagi Sumaryadi, kesertaan berarti kedudukan dan 

seorang ataupun golongan warga dalam cara pembangunan bagus dalam wujud statment 

ataupun dalam wujud aktivitas dengan berikan masukan benak, daya, durasi, kemampuan, 

modal serta ataupun modul, dan turut menggunakan serta menikmati hasil-hasil 

pembangunan (Mustanir, Sellang, et al; 2018). Sebagian aspek yang pengaruhi tingkatan 

kesertaan warga didalam pembangunan desanya semacam tingkatan pembelajaran, 

profesi, umur, pemasukan, komunikasi serta kepemimpinannya (Latif, Mustanir, and 

Irwan, 2019). 

Pada suatu organsasi rezim, keberhasilan ataupun kekalahan dalam penerapan 

jasa warga, dipengaruhi oleh kepemimpinan, lewat kepemimpinan serta dibantu oleh rezim 

yang mencukupi, hingga penajaan aturan rezim yang bagus hendak terkabul, kebalikannya 

kelemahan kepemimpinan ialah salah satu karena kejatuhan kemampuan birokrasi di 

Indonesia (Mustanir and Darmiah 2016). Dalam penajaan pembangunan dusun dibutuhkan 

pengorganisasian yang sanggup menggerakkan warga buat sanggup ikut serta dalam 

melakukan pembangunan dusun dan melakukan administrasi pembangunan dusun. 

Dengan begitu diharapkan pembangunan serta penerapan administrasi dusun hendak 

berjalan lebih bagus, tidak cuma didasarkan pada desakan penuh emosi yang susah 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Perihal ini mengisyarakatkan kalau kesertaan 

warga di dalam pemograman pembangunan dusun memanglah betul-betul amat diperlukan 
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buat mensinkronkan konsep pembangunan dusun yang hendak dilaksanakan dengan apa 

yang diperlukan warga dalam tingkatkan kehidupan serta penghidupannyakat. tutur kunci 

good governance merupakan consensus building serta fasilitas, kebutuhan ini selaku dasar 

buat membuat sinergi bekerjanya badan negeri dengan cara bagus serta menyeluruh, pula 

mendesak pada penguatan lembaga-badan pasar serta civil society (Mustanir, Justira, et al; 

2018). Hubunganhubungan kewenangan dampingi negeri serta warga jadi relative bebas 

serta mendatar. Mempersoalkan kalau rancangan governance yang bertumpu pada 

representasi atas tigapilar ataupun yang lebihdikenal dengan state-market-civil society 

bentuk (Mustanir and Jaya, 2016). 

Amat berarti serta jadi terus menjadi berarti searah dengan terus menjadi kuatnya 

kemauan buat meningkatkan praktek good governance (Ahmad Mustanir and Hariyanti 

Hamid, 2019). Dengan membagikan peluang pada warga besar buat mengenali bermacam 

data hal penajaan rezim, hingga bisa memudahkan usaha warga dalam memperhitungkan 

keberpihakan penguasa kepada kebutuhan khalayak. Warga dengan cara gampang bisa 

memastikan apakah hendak membagikan sokongan pada penguasa, ataupun kebalikannya, 

kritikan serta keluhan yang dicoba supaya penguasa lebih membela pada kebutuhan public 

(Samad, Mustanir, and Pratama, 2019). Lebih dari itu, hak buat mendapatkan data 

merupakan hak asas dari tiap masyarakat negeri supaya bisa melaksanakan evaluasi 

kepada kemampuan penguasa dengan cara pas (Irwan, Latif, and Mustanir, 2021). 

Kejernihan pula mempunyai ketergantungan dengan akuntabilitas khalayak. Buat 

menghasilkan good governance yang salah satunya ditunjukkan dengan sistem jasa 

birokrasi penguasa yang akuntabel, pemahaman di antara para karyawan penguasa hal 

berartinya mengubah pandangan jasa khalayak amat dibutuhkan (Andi Uceng, 2019). 

Akuntabilitas (accountability) merupakan sesuatu bagian yang membuktikan 

tanggungjawab petugas atas kebijaksanaan ataupun cara jasa khalayak yang dilaksanakan 

oleh birokrasi penguasa. 

 

2. PEMBAHASAN 

Pencarian kepada Dasar Metodologi Ilmu Pemerintahan 

Pada prinsipnya tiap patuh ilmu mempunyai identitas khusus yang ialah bagian 

dari wawasan. Salah satu karakteristik yang berarti dalam memastikan terdapatnya ilmu 

itu merupakan mempunyai tata cara khusus ataupun mempunyai dasar metodologinya. 

Metodologi ilmu dengan cara resmi embedded di dalam arti ilmu yang berhubungan serta 

dengan cara kata benda diarahkan oleh aksioma ataupun asumsi bawah, pendekatan, 
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bentuk analisa serta bentuk konstruk pengalaman serta rancangan. Ilmu rezim juga 

mempunyai dasar metodologi (selaku epistemologi dari ilmu rezim), ialah tata cara yang 

mangulas gimana mendapatkan wawasan yang betul di aspek ilmu rezim. Metodologi ini 

selaku perlengkapan yang digunakan buat mengenali target resmi khusus diantara 

beberapa obyek resmi yang lain yang indikasinya mempunyai keteraturan yang lumayan 

buat dianalisis. Dari analisa inilah hendak lahir konsep-konsep selaku materi dasar 

kategorisasi filosofi rezim. Metodologi ilmu rezim pada dasarnya dipengaruhi oleh sistem 

rezim sesuatu negeri ataupun wujud negeri yang dianut. Tidak terdapat yang dasar serta 

pakem yang wajib legal satu buat seluruh negeri, namun pendekatan analisis ilmu rezim 

dicocokkan dengan situasi sesuatu negeri serta zaman yang legal dikala itu. 

Terdapat yang memandang dari bagian rezim dalam maksud kecil cuma alat 

administrator saja namun terdapat yang lebih besar pada badan yang jadi tempat 

bekerjanya rezim. Kesemuanya ini membagikan partisipasi kepada kemajuan ilmu rezim 

alhasil jadi ilmu yang mandiri serta bebas (Eko Yunanto, 2020). Selaku bimbingan yang 

bisa dibesarkan dalam bagan menelaah serta meningkatkan ilmu rezim hingga bisa 

merujuk pada uraian Kant hal pendekatan yang dipakai dalam ilmu wawasan ialah 

pendekatan penataan. Pendekatan penataan merupakan pendekatan yang digunakan tiap 

patuh ilmu wawasan buat menerangkan perbandingan dengan ilmu wawasan yang lain 

lewat obyeknya. 

 

Rancangan Rezim Daerah 

Dalam menguasai arti rancangan rezim wilayah butuh diperhatikan 3 (3) perihal 

berarti berhubungan dengan lingkup sebutan rezim wilayah, ialah: awal berhubungan 

dengan format penafsiran, kedua berhubungan dengan wujud rezim wilayah serta ketiga 

bertepatan area yang mempengaruhi kepada penguasa wilayah (Siriattakul, Jermsittiparse 

rt, and Mustanir 2019). Rancangan rezim wilayah berawal dari alih bahasa rancangan local 

government yang pada intinya memiliki 3 penafsiran, ialah: awal berarti penguasa lokal, 

kedua berarti rezim lokal, serta ketiga berarti area lokal (Mustanir, Fitriani, et al. 2020). 

Penguasa lokal pada penafsiran awal menunjuk pada badan atau tubuh atau badan yang 

berperan menyelenggarakan rezim wilayah. Dalam kondisi ini, penguasa lokal ataupun 

penguasa wilayah merujuk pada badan yang mengetuai penerapan aktivitas rezim wilayah, 

dalam arti ini di Indonesia menunjuk pada Kepala wilayah serta Badan Perwakilan Orang 

Wilayah. Kedua badan ini yang menggerakkan aktivitas rezim wilayah tiap hari. Oleh 
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sebab itu, kedua badan ini dimaknai dengan penguasa wilayah (local government ataupun 

local authority). 

Rezim lokal pada penafsiran kedua menunjuk pada aktivitas rezim yang 

dilaksanakan oleh penguasa wilayah. Dalam bagan penajaan rezim wilayah, penguasa 

wilayah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengaturan. Aktivitas ini ialah guna berarti yang 

pada hakikatnya ialah guna buat pembuatan kebijaksanaan penguasa wilayah yang 

dijadikan bawah ataupun arah dalam menyelenggarakan rezim (Irwan, Latif, and Mustanir; 

2021). Perihal itu serupa dengan guna penguasa pusat yang mencakup guna legislatif, guna 

administrator serta guna yudikatif. Rezim wilayah (local government) cuma melakukan 

guna legislatif serta guna administrator sebaliknya guna yudikatif senantiasa ditangani 

penguasa pusat (Sulaeman, Mustanir, and Muchtar; 2019). Bisa dibilang kalau rancangan 

rezim wilayah di dalamnya melingkupi badan atau badan atau institusi, guna atau aktivitas 

rezim serta wilayah rezim. Setelah itu buat lebih menguasai arti dari rezim wilayah di dasar 

ini dijabarkan sebagian format yang menyangkut penafsiran rezim wilayah (Irwan, et al; 

2021). 

a. Format Sosial 

Rezim wilayah ditatap selaku sesuatu golongan Warga yang sistematis yang 

berumah di atau bertempat bermukim dalam satu area khusus dengan batas geografis 

khusus dan mempunyai identitas khusus pula (Irwan, et. al; 2019). 

b. Format Ekonomi 

Penguasa wilayah dimengerti selaku badan rezim yang mempunyai identitas 

khusus yang terpaut akrab dengan situasi serta kemampuan dari wilayah khusus, 

dalam aplikasi penajaan rezim spesialnya dalam pembangunan rezim wilayah, 

kemampuan ekonomi wilayah jadi satu penanda berarti bagus buat pemekaran 

wilayah ataupun buat penyerahan hal wilayah. Tiap penyerahan hal rezim pada 

penguasa wilayah sepatutnya mencermati kemampuan ekonomi wilayah (Jamal, 

Mustanir, and Latif; 2020). 

c. Format Geografis 

Rezim wilayah dimengerti selaku sesuatu bagian badan rezim yang memiliki 

area geografis dengan identitas khusus, yang mencakup kondisi raga geografis 

khusus, demografis khusus serta kemampuan ekonomi khusus (Akhmad, Mustanir, 

and Ramadhan; 2018). Identitas geografis ini dalam aplikasi penajaan rezim wilayah 

memiliki akibat kepada penerapan tugas-tugas rezim bagus dalam penajaan 

pembangunan, rezim ataupun pembinaan warga, pula kepada pembuatan serta 
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penerapan kebijaksanaan rezim wilayah ataupun tugas-tugas administrasi yang lain 

(Latif, Mustanir, and Irwan; 2019). 

d. Format Hukum 

Penguasa wilayah ditatap selaku sesuatu bagian tubuh hukum khalayak. 

Dalam perannya selaku tubuh hukum khalayak penguasa wilayah di sisi 

dipandangsebagai bagian badan eksekutif penguasa pusat, penguasa wilayah pula 

merupakansuatu badan mandiri yang menggantikan kebutuhan warga di daerahnya 

(Uceng, et al; 2019). Perihal ini memiliki maksud dalam batas-batasan khusus 

penguasa wilayah diserahi hal rezim khusus buat diatur, diurus serta diatur, terpaut 

dengan perihal ini penguasa bisa membuat kebijaksanaan bagus berbentuk peraturan 

wilayah serta ataupun peraturan serta ataupun ketetapan Kepala wilayah untuk 

menyelenggarakan hal rezim yang sudah diserahkan diartikan (Mustanir and Kekal, 

2017). Selaku tubuh hukum khalayak penguasa wilayah diberi wewenang buat 

mengurus hal rezim yang sudah diserahkan jadi hal rumah tangganya sekalian 

penguasa pula diberi wewenang buat mempunyai harta kekayaan sendiri dan 

menggantikan organisasinya bagus di dalam ataupun di luar majelis hukum 

(Kholifah R and Mustanir 2019). 

e. Format Politik 

Penguasa wilayah ditatap memiliki ikatan langsung dengan sedi-segi ataupun 

ialah bagian dari sistem politik negeri yang berhubungan Dalam menerapkan 

gunanya, penguasa wilayah ialah agen atau eksekutif penguasa pusat (Mustanir and 

Kekal, 2017). Dengan tutur lain, penguasa wilayah ialah satu metode yang 

berintegrasi dalam satu rezim negeri yang berupa selaku tubuh hukum khalayak 

(Mustanir and Darmiah, 2016). Penguasa wilayah sekalipun menyelenggarakan 

wewenang rezim sendiri namun tidak dalam arti kemutlakan, terdapat power sharing 

buat satu hal rezim yang sudah diserahkan pada wilayah bukan berarti dengan cara 

keseluruhannya, tetapi terdapat aspekaspek khusus yang senantiasa jadi hal 

penguasa pusat (Adam Latif, et. al; 2019). 

f. Format Administrasi 

Penguasa wilayah dimengerti selaku sesuatu badan rezim sendiri (Local Self 

Government). Penguasa wilayah memiliki hak serta wewenang buat menata serta 

mengurus hal rezim khusus yang sudah diserahkan jadi hal rumah tangganya (Latif 

and Mustanir, 2019). 
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Penerapan Good Governance pada Pemerintahan Daerah Ditinjau dari 

Perkembangan Ilmu Pemerintahan 

Konsep good governance ialah rumor yang mengemuka dalam pengurusan 

administrasi khalayak berusia ini yang timbul pada dini tahun 1990-an. Sistem penajaan 

rezim negeri ialah faktor berarti dalam sesuatu negeri. Merambah masa pembaruan, perihal 

itu diakui, alhasil lewat TAP MPR RI Nomor. XI atau MPR atau 1999 mengenai Eksekutor 

Negeri yang bersih serta leluasa KKN, serta Hukum No 28 Tahun 1999 mengenai 

Eksekutor Negeri yang bersih serta Leluasa Penggelapan, Persekongkolan, serta 

Nepotisme bangsa Indonesia menerangkan niat buat tetap berkeras hati menciptakan 

penajaan rezim negeri serta pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip good 

governance. 

Bila kita memandang bagian-bagian dari kesertaan yang bisa dicoba oleh 

khalayak ataupun warga, hingga bisa disimpulkan kalau kesertaan khalayak dalam 

pengumpulan sesuatu ketetapan amatlah berarti. Kesertaan khalayak jadi amat berarti 

urgensinya dalam cara pengumpulan ketetapan sehabis dikampanyekannya good 

governance oleh Bank Bumi ataupun United Nations Development Program (UNDP). Hal 

good governance, Hetifah Sj. Sumarto beranggapan: salah satu karakter dari good 

governance ataupun aturan mengurus rezim yang bagus ataupun kepemerintahan yang 

bagus merupakan kesertaan. Berikutnya UNDP memaknakan kesertaan selaku karakter 

penerapan good governance merupakan keikutsertaan warga dalam pembuatan ketetapan 

bagus dengan cara langsung ataupun tidak langsung lewat badan perwakilan yang bisa 

menuangkan aspirasinya. Kesertaan itu dibentuk atas bawah independensi bersosialisasi 

serta berdialog dan ikut serta dengan cara konstruktif. 

Bagi T. Gayus Lumbuun, dalam daftar pustaka Hukum Administrasi Negeri asas-

asas biasa rezim yang bagus sudah disistematisasi oleh para pakar terkenal serta dianut di 

sebagian negeri, antara lain semacam di Belanda diketahui dengan “Algemene Beginselen 

van Behoorllijke Bestuur” (ABBB), di Inggris diketahui “The Principle of Alami Justice”, 

di Perancis diketahui “Bimbingan Principaux Generaux du Droit Coutumier Publique”, di 

Belgia diketahui “Aglemene Rechtsbeginselen”, di Jerman diketahui “Verfassung 

Sprinzipien” serta di Indonesia “Asas-Asas Biasa Rezim yang Bagus” (AUPB). Buat 

memahami asas-asas biasa rezim yang bagus bagi opini pakar ataupun yang bertumbuh di 

Peradilan Administrasi, hendak dijabarkan selanjutnya ini: 
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a. Bagi sistematisasi van Wijk atau Konijnenbel yang diambil oleh Indroharto dalam 

bukunya bertajuk “Upaya menguasai Hukum mengenai Peradilan Aturan Upaya 

Negeri” tahun 1994, Asas-asas biasa Rezim yang Bagus dikelompokkan: 

1. Asas-asas resmi hal pembuatan ketetapan yang mencakup Dasar ketelitian 

resmi serta Dasar “fair play”. 

2. Asas-asas resmi hal perumusan ketetapan yang mencakup Dasar Estimasi 

serta Dasar kejelasan Hukum resmi. 

3. Asas-asas Meterial hal isi Ketetapan yang mencakup Dasar kejelasan 

hukum material, Dasar keyakinan ataupun dasar harapan-harapan yang 

sudah ditimbulkan, Dasar pertemuan, Dasar ketelitian material serta Dasar 

penyeimbang. 

Di Belanda Asas-asas biasa rezim yang bagus ditatap selaku norma hukum tidak 

tercatat, tetapi wajib ditaati oleh penguasa, alhasil dalam Hukum AROB 

(Administrative Rechtspraak Overheidsbeschikkingen) ialah Ketetapan-ketetapan 

Rezim dalam Hukum Administrasi oleh Kewenangan Peradilan “Tidak berlawanan 

dengan apa dalam pemahaman hukum biasa ialah asas-asas yang legal (hidup) 

mengenai rezim yang bagus”. Perihal itu dimaksudkan kalau asas-asas itu selaku 

asas-asas yang hidup, digali serta dibesarkan oleh juri. Asas-asas biasa rezim yang 

bagus, yang populer serta diformulasikan dalam Yurisprudensi AROB selaku 

selanjutnya: 

1. Dasar estimasi (motiveringsbeginsel) 

2. Dasar ketelitian (zorgvuldigheidsbeginsel) 

3. Dasar kejelasan hukum (rechtszekerheidsbeginsel) 

4. Dasar keyakinan (vertrouwensbeginsel of beginsel van opgewekte 

verwachtingen) 

5. Dasar pertemuan (gelijkheidsbeginsel) 

6. Dasar penyeimbang (evenredigheidsbeginsel) 

7. Dasar wewenang (bevoegheidsbeginsel) 

8. Dasar fair play (beginsel van fair play) 

9. Pantangan “detournement de pouvoir” ataupun penyalahgunaan wewenang 

(het verbod detournement de pouvoir) 

10. Pantangan berperan sekehendak hati (het verbod van willekeur) 
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b. Di Perancis Asas-asas biasa rezim yang bagus (Bimbingan Principaux Generaux 

du Droit Coutumier Publique) diformulasikan: 

1. Dasar pertemuan (egalite). 

2. Dasar tidak bisa mencabut ketetapan berguna (intangibilite de effects 

individuels des actes administratifs). Dengan dasar ini ketetapan yang 

regelmatig (tertib atau cocok dengan peraturan) tidak bisa dicabut bila 

dampak hukum yang berguna sudah terjadi 

3. Dasar pantangan legal mundur (principe de non retroactivite des actes 

administratifs) 

4. Dasar agunan warga (garantie des libertes publiques) 

5. Dasar penyeimbang (proportionnalite) 

c. Dalam daftar pustaka Hukum Administrasi di Indonesia, Profesor. Kuntjoro 

Purbopranoto dalam bukunya yang bertajuk “Sebagian Memo Hukum Aturan 

Rezim serta Peradilan Administrasi Negeri” menguraikan asas-asas biasa rezim 

yang bagus dalam 13 dasar, ialah: 

1. Dasar kejelasan hukum (principle of sah security) 

2. Dasar penyeimbang (principle of proportionality) 

3. Dasar kecocokan (dalam pengumpulan ketetapan pangreh)-principle of 

equality 

4. Dasar berperan teliti (principle of carefuleness) 

5. Dasar dorongan buat tiap ketetapan pangreh (principle of motivation) 

6. Dasar janganlah mengacaukan wewenang (principle of non misuse of 

competence) 

7. Dasar game yang pantas (principle of fair play) 

8. Dasar kesamarataan ataupun kebiasaan (principle of reasonableness or 

prohibition of arbitrariness) 

9. Dasar menjawab pengharapan yang alami (principle of rapat raised 

expectation) 

10. Dasar meniadakan akibat-akibat sesuatu ketetapan yang tertunda (principle 

of undoing the consequences of an annulled decision) 

11. Dasar proteksi atas pemikiran hidup (metode hidup) individu (principle of 

protecting the perorangan way of life) 

12. Dasar kebijaksanaan (sapientia) 

13. Dasar penajaan kebutuhan biasa (principle of public service) 
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d. Hukum No 28 tahun 1999, hingga asas-asas biasa rezim yang bagus di Indonesia 

diidentifikasikan dalam Artikel 3 serta Penjelasanya yang diformulasikan selaku 

dasar biasa penajaan negeri. Dasar ini terdiri dari: 

1. Dasar Kejelasan Hukum; merupakan dasar dalam negeri hukum yang 

mengutamakan alas peraturan perundang-undangan, kepantasan, serta 

kesamarataan dalam tiap kebijaksanaan Eksekutor Negeri. 

2. Dasar Teratur Penajaan Negeri; merupakan dasar yang jadi alas keteraturan, 

keserasian, serta penyeimbang dalam pengaturan penajaan negeri. 

3. Dasar Kebutuhan Biasa; merupakan dasar yang mendahulukan keselamatan 

biasa dengan metode yang aspiratif, akomodatif, serta berhati-hati. 

4. Dasar Kelangsungan; merupakan dasar yang membuka diri kepada hak 

warga buat mendapatkan data yang betul, jujur, serta tidak eksklusif 

mengenai penajaan negeri dengan senantiasa mencermati proteksi atas hak 

asas individu, kalangan, serta rahasia negeri. 

5. Dasar Proporsionalitas; merupakan dasar yang mengutamakan 

penyeimbang antara hak serta peranan eksekutor negeri. 

6. Dasar Profesionalitas; merupakan dasar yang mengutamakan kemampuan 

yang berdasarkan isyarat etik serta determinasi peraturan perundang-

undangan yang legal. 

7. Dasar Akuntabilitas; merupakan dasar yang memastikan kalau tiap aktivitas 

serta hasil akhir dari aktivitas eksekutor negeri wajib bisa dipertanggung 

jawabkan pada warga ataupun orang selaku pemegang independensi paling 

tinggi negeri cocok dengan determinasi peraturan perundang-undangan 

yang legal. 

Disamping itu, Artikel 5 Hukum No 28 tahun 1999 serta Artikel 3 bagian (1) TAP 

MPR XI atau MPR atau 1998 Mengenai Penajaan Nagara Yang Bersih serta Leluasa KKN 

memastikan buat menjauhi seluruh wujud KKN, seorang yang diyakini berprofesi sesuatu 

kedudukan dalam penajaan negeri wajib berjanji cocok dengan agamanya serta wajib 

memublikasikan serta mau ditilik kekayaannya saat sebelum serta sehabis berprofesi, 

melakukan kewajiban tanpa melainkan kaum, agama, suku bangsa serta kalangan, 

melakukan kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab, tidak melaksanakan aksi jelek, 

melakukan kewajiban tanpa pamrih bagus buat kebutuhan individu, keluarga, ataupun 

golongan serta tidak menginginkan balasan dalam wujud apapun yang berlawanan dengan 

determinasi Peraturan Perundang-Undangan yang legal dan mau jadi saksi dalam masalah 
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KKN serta masalah yang lain cocok dengan determinasi peraturan perundang-undangan 

yang legal. Dengan begitu, Asas-Asas Biasa Rezim yang Bagus yang legal dengan cara 

umum dibeberapa negeri selaku hukum tidak tercatat, di Indonesia dengan berlakunya 

Hukum No 28 tahun 1999 mengenai Penajaan Negeri yang Bersih serta Leluasa dari KKN 

merumuskan asasasas biasa penajaan negeri itu dengan cara resmi mengikat eksekutor 

negeri buat dilaksanakan dalam kewajiban serta gunanya. 

Kedudukan good governance dalam pengaruhi Rezim pada hakikatnya, dalam 

sesuatu ekosistem (satu bagian sistem ilmu lingkungan), senantiasa terdapat penyeimbang 

antara tenaga yang masuk dengan tenaga yang pergi buat melindungi supaya ekosistem itu 

bisa lalu berjalan. Ekosistem hendak hadapi perkembangan bila tenaga yang masuk lebih 

besar dari tenaga yang pergi. Kebalikannya, ekosistem hendak hadapi kemunduran bila 

tenaga yang masuk lebih kecil dari tenaga yang pergi. Akibat good governance dalam 

menguasai gimana integrasi kedudukan antara penguasa (birokrasi), zona swasta serta civil 

society dalam sesuatu ketentuan bermain yang disetujui bersama, ialah badan penguasa 

wajib sanggup menghasilkan area ekonomi, politik, sosial adat, hukum serta keamanan 

yang mendukung, zona swasta berfungsi aktif dalam meningkatkan aktivitas 

perekonomian yang hendak meluaskan alun-alun kegiatan serta tingkatkan pemasukan. 

Sebaliknya civil society ataupun warga madani wajib sanggup berhubungan dengan cara 

aktif dengan bermacam berbagai kegiatan perekonomian, sosial serta politik tercantum 

gimana melaksanakan pengawasan kepada jalannya aktifitasaktifitas itu, ialah suatu 

sinergi yang kokoh serta amat mempengaruhi kepada jalinan ekologis di dalam badan 

rezim di sesuatu negeri. 

Realita lain yang terdapat merupakan penguasa sedang memposisikan selaku 

seseorang politikus yang bertugas dalam ujung penglihatan politik. Mereka sedang 

bertugas selaku seseorang penguasa yang memiliki kewenangan serta wewenang buat 

menyuruh serta orang tidak lebih dari hanya subjek buat mereka perintah serta mereka 

menuntut buat melayani serta meluhurkan mereka. Mereka yang mempunyai daulat resmi 

paling tinggi, malah turut terbawa arus bidang usaha. Penguasa berusia ini, tidak lagi jadi 

abdi, melainkan politikus yang mendobel mereka dengan cara padat beramai-ramai masuk 

ke dalam neoliberal versi good governance. Tampaknya, good governance sangat sulit 

difilter dengan nilai-nilai kerakyatan Pancasila yang kurang “profitabel”. Perihal ini yang 

menimbulkan kemantapan ilmu lingkungan rezim di Negeri kita tersendat. Feedback yang 

seharusnya balik ke warga tersendat oleh sistem. Bila good governance di Indonesia 

diaplikasikan versi kerakyatan Pancasila (bukan neo-liberal) serta menjunjung besar 3 
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prinsip bawah good governance (akuntabilitas, partisipatif, serta kejernihan) diiringi 

dengan prinsip-prinsip pendukung yang lain, hingga ilmu lingkungan rezim di Indonesia 

hendak jadi suatu cara ikatan timbal balik atau interaksi yang serasi serta normal, angan-

angan NKRI berhasil, tujuan good governance terselenggara, serta pastinya keselamatan 

orang yang di idamkan. Supaya independensi wilayah bisa dilaksanakan searah dengan 

tujuan yang akan digapai, penguasa harus melaksanakan pembinaan yang berbentuk 

pemberian prinsip semacam dalam riset, pengembangan, pemograman, serta pengawasan. 

Di sisi itu diserahkan pula standar bimbingan, edukasi, penataran pembibitan, 

pengontrolan, pengaturan, koordinasi, kontrol serta penilaian. Disamping itu, pula 

membagikan dorongan serta desakan pada wilayah supaya independensi bisa terselenggara 

dengan cara efisien serta berdaya guna. 

 

3. PENUTUP 

Ilmu rezim pada dasarnya ialah suatu ilmu wawasan yang mandiri serta bebas 

yang mempunyai tata cara tertentu selaku pendekatan dalam melaksanakan amatan serta 

pencarian kepada pertanda ataupun insiden rezim. Banyak pakar mengemukakan sebagian 

pendekatan yang butuh dicoba dalam membedah kejadian rezim bersumber pada rujukan 

serta pengalaman hasil penelusurannya. Tiap pakar mempunyai dasar argumentasinya 

sebab dipengaruhi oleh durasi, tempat, suasana, insiden serta sistem yang berlainan. 

Perbandingan itu ialah gairah kemajuan ilmu rezim dari durasi ke durasi. Tetapi dibalik itu 

seluruh tujuannya merupakan membagikan partisipasi kepada penanganan permasalahan 

ataupun pertanda insiden rezim yang lalu bertumbuh dengan angka asal usul sesuatu negeri 

serta pengalaman penajaan pemerintahannya. Oleh sebab itu ditemui perbandingan utama 

pembahasan ilmu rezim pada tiap negeri serta apalagi perbandingan itu pula ditemuka dari 

rentang waktu durasi khusus. 

Setelah itu pada aplikasi good governance, penguasa wilayah telah sukses dalam 

menciptakan aturan rezim yang bagus (good governance), perihal ini bisa diamati lewat 

aplikasi prinsip-prinsip good governance, semacam, kesertaan (participation), ketentuan 

hukum (rule of law), kejernihan (transparancy), akuntabilitas (accountability), energi 

paham (responsive), berkeadilan (equity), efisien serta berdaya guna (effectivieness and 

afficiency. 
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